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WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang

Mengingat

JENIS RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi
Terminal;

1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang . . .



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan . . .



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai
Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi, dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan
Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah  Tingkat II  Tegal serta Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan  Pemerintahan yang  menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota  Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor
10);

24. Peraturan . . .
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24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tegal Nomor 10);

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun
1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

27. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah
Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1);

28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.
5

Daerah adalah Kota Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Tegal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kota Tegal.

8. Kepala . . .
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Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat
Kepala UPTD Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.

. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau Badan.

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di Terminal.
Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan
pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terhutang.

Surat Tanda Setor selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti setoran
hasil penerimaan retribusi ke kas daerah.

Pembayaran Retribusi daerah yang selanjutnya disebut pembayaran
retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib
retribusi sesuai dengan karcis ke kas daerah atau tempaat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Loos adalah adalah bangunan tetap di dalam Terminal berbentuk
memanjang tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan.

Kartu Pendasaran adalah Kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh
setiap Pengguna Loos.

Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh
perorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di
Terminal.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) jenis Retribusi Terminal.

Pasal 3

(1) Menugaskan Kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha jenis Retribusi Terminal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai
dengan tugas pokok fungsinya wajib lapor dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BABII. ..



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB 1I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa
karcis.

Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut yang selanjutkan disetorkan ke
Pembantu Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam.

Bentuk dan isi Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB 1II
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5
Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang dilaksanakan sekaligus.

Pembantu Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan
Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.

Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagamana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
a. Lembar I : Bendahara Penerimaan

b. Lembar II : Pembantu Bendahara Penerimaan

c. Lembar III : Kas Daerah

Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja.

STS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa Tanda
Bukti Pembayaran Retribusi atau Karcis.

Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran
Retribusi.

Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABIV . ..
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BAB 1V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan
kepada Walikota.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Walikota melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat
rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya;

b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD Terminal untuk
melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

c. Setelah menerima laporan hasil penelitian dan atau pemeriksaan
sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan
mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau
ditolak;

d. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam
huruf c ayat (2), Walikota menetapkan Keputusan tentang penerimaan
atau penolakan, permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi
tersebut.

Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus disampaikan Wajib
Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Selebihnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), pengajuan Surat
Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat
Keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Walikota tidak

memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/
dikabulkan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 8

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Untuk . . .
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(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi ,
sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih
lagi.

(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi
mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar
penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib
Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar,
sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

(5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
KARTU PENDASARAN DAN KARTU PENGENAL

Pasal 9
(1) Setiap Pengguna Loos wajib memiliki Kartu Pendasaran.

(2) Setiap orang dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di
Terminal, wajib memiliki dan memakai Kartu Tanda Pengenal.

(3) Kartu Pendasaran dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

(4) Permohonan perpanjangan Kartu Pendasaran dan Kartu Tanda Pengenal
diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah habis masa berlakunya
Kartu tersebut.

(5) Bentuk, isi dan ukuran Kartu Pendasaran dan Kartu Tanda Pengenal
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 10

Kartu Pendasaran dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 6, masing-masing diberikan kepada pemohon setelah Retribusi
Kartu tersebut dibayar lunas.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pengelolaan Retribusi Terminal dapat dilakukan secara swakelola oleh
Dinas dan dapat pula Dinas bekerjasama dengan Pihak lain atau Pihak
ketiga.

(2) Pengelolaan . . .
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Pengelolaan yang dilakukan bekerjasama dengan Pihak lain atau Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus
didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.

Pasal 12

Hasil pengelolaan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaksanaan Retribusi di Terminal dilakukan secara
periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. tata cara pelaksanaan Retribusi;

b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan Retribusi
di Terminal;

c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan
Terminal;

d. bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan Retribusi.

Pembinaan kepada karyawan UPTD Terminal dan penyelenggaraan sehari-
hari dilakukan oleh Kepala UPTD Terminal.

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara
berjenjang oleh Kepala UPTD Terminal kepada Walikota melalui Kepala
Dinas.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi di Terminal dilakukan
secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.

Pengendalian dan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian
terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi dan sumber
daya manusia dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Retribusi di Terminal.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi di Terminal sehari-hari
dilakukan oleh Kepala UPTD Terminal.

(4) Berdasar . . .
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(4) Berdasar kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap penyelenggara Retribusi yang tidak melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Walikota ini
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Tegal
Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Tegal Tahun 2001 Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

Diundangkan di Tegal WALIKOTA TEGAL,
pada tanggal 12 Januari 2012 ttd
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
IKMAL JAYA

ttd
EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

A. Mobil Bus Umum Besar Satu Kali Masuk

H/I

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI BUS UMUM BESAR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

-

Rp. 2.000,-

Dinas Perhubungan, Komunikasi

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI BUS UMUM BESAR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 7cm

Rp. 2.000,-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
5cm 75¢cm
12,5¢cm
Keterangan :
Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 7 cm
Warna : Kertas putih dengan background hijau tulisan dan logo daerah hitam

Nominal merah

B. Mobil Bus Umum Sedan Satu Kali Masuk

H/I

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI BUS UMUM SEDANG

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.500,-

Dinas Perhubungan, Komunikasi

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 7cm

Rp. 1.500,-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
5cm 7,5¢cm
125¢cm
Keterangan :
Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 7 cm
Warna : Kertas putih dengan background hijau tulisan dan logo daerah hitam

Nominal merah



C. Mobil Bus Umum Kecil Satu Kali Masuk

H/I
PEMERINTAH KOTA TEGAL

H/I

PEMERINTAH KOTA TEGAL

._'_.,1.'11"1. L

o
RETRIBUSI BUS UMUM KECIL "E’ :35 RETRIBUSI BUS UMUM KECIL
TERMINAL BUS -/ TERMINAL BUS
Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 | 7cm
Rp. 500,- Rp. 500,-
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
5cm 7,5¢cm
12,5¢cm
Keterangan :
Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 7 cm
Warna : Kertas putih dengan background hijau tulisan dan logo daerah hitam
Nominal merah
D. Taksi
H/I H/I
PEMERINTAH KOTA TEGAL Cayy PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TAKSI ﬁ -\‘é RETRIBUSI TAKSI
L
TERMINAL BUS =t TERMINAL BUS
Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 | 7cm
Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
5cm 7,5¢cm
125cm
Keterangan :
Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 7 cm
Warna : Kertas putih dengan background hijau tulisan dan logo daerah hitam

Nominal merah
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E. Mobil Bus Istirahat Menunggu Pemberangkatan

Seri: No No
PEMERINTAH KOTA TEGAL PEMERINTAH KOTA TEGAL
MOBIL BUS ISTIRAHAT MOBIL BUS ISTIRAHAT MENUNGGU
MENUNGGU PEMBERANGKATAN PEMBERANGKATAN
TERMINAL BUS TERMINAL BUS
Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 55cm
Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah) ( Seribu Rupiah)
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm
125cm
Keterangan :

Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna : Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

F. Mobil Bus Bermalam atau Menginap di Terminal

Seri: No No
PEMERINTAH KOTA TEGAL PEMERINTAH KOTA TEGAL
MOBIL BUS MENGINAP MOBIL BUS MENGINAP
TERMINAL BUS TERMINAL BUS
Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 55cm
Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
( Tiga Ribu Rupiah) ( Tiga Ribu Rupiah)
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm

125¢cm

Keterangan :
Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna : Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam
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G. Penggunaan Tempat Cuci Kendaraan Bus dan Mobil Bukan Bus

Seri : No
PEMERINTAH KOTA TEGAL
PENGGUNAAN TEMPAT CUCI
KENDARAAN
TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 5.000,-
('Lima Ribu Rupiah )

Seri :

No
PEMERINTAH KOTA TEGAL

PENGGUNAAN TEMPAT CUCI KENDARAAN

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 5.000,-
('Lima Ribu Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm
12,5cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

H. Parkir Kendaraan Roda Empat

Seri: No No
PEMERINTAH KOTA TEGAL PEMERINTAH KOTA TEGAL
PARKIR MOBIL PARKIR MOBIL
TERMINAL BUS TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 2.000,-
( Dua Ribu Rupiah)

Dinas Perhubungan, Komunikasi

Rp. 2.000,-
( Dua Ribu Rupiah')

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm
12,5cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

55cm

55cm




L.

Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua

Seri: No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PARKIR MOTOR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah)
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PARKIR MOTOR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tegal

45cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

125cm

J. Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Dua

8cm

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
TITIPAN MOTOR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah )
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
TITIPAN MOTOR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tegal

45cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

12,5¢cm

8cm

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

55cm

55cm




K. Penitipan Sepeda

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
TITIPAN SEPEDA

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
TITIPAN SEPEDA

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal

8cm

12,5cm

45cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

L. Kebersihan Bus

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUS I KEBERSIHAN BUS

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUS I KEBERSIHAN BUS

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal

8cm

12,5cm

45cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

55¢cm

55¢cm
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M. Jasa Pelayanan Masuk Terminal

Seri : No Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TERMINAL RETRIBUSI TERMINAL
Jasa Pelayanan Masuk Terminal Jasa Pelayanan Masuk Terminal

TERMINAL BUS TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012
Rp. 500,- Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah ) ( Lima Ratus Rupiah )
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal

45cm 8cm
125cm
Keterangan :

Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm

Warna : Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

N. Pemakaian Kamar Mandi / WC

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC

TERMINAL BUS TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012 Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012
Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
(' Seribu Rupiah ) (' Seribu Rupiah )
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm
125cm
Keterangan :

Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm

Warna : Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

55¢cm

55¢cm




O. Retribusi Pemakain Urinoir

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEMAKAIAN URINOIR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah')
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEMAKAIAN URINOIR

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
( Seribu Rupiah)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal

8cm

45cm
12,5¢cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

P. Retribusi Sampah

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI SAMPAH

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tegal

No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI SAMPAH

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 500,-
( Lima Ratus Rupiah )

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal

8cm

45cm
125cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm
Warna

Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

55cm

55cm




Q. Retribusi Pendasaran Loos

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUS I PENDASARAN LOOS

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
(' Seribu Rupiah )
Dinas Perhubungan, Komunikasi

Seri : No

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI PENDASARAN LOOS

TERMINAL BUS

Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-
(' Seribu Rupiah )
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Kota Tegal Kota Tegal
45cm 8cm
125¢cm

Keterangan :

Ukuran : Panjang 12,5 cm Lebar 5,5 cm

Warna Kertas Kuning Tulisan dan Logo Daerah Hitam

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

55cm




LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI TERMINAL

STS NO. v Bank ....cocvvvieiiiiiii s

Harap diterima uang SEDESAr e e
(dengan huruf) e ——————

Penerima :

Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp)
Penerimaan TPR BUS
- TPR BUS BESAR (cevvrrerrreernrerrer, )
- TPR BUS SEDANG (cevvrrerrreernrerrer, )
- TPR BUS KECIL TP )
Pen. Parkir Kendaraan
- Taksi T )
- Mobil (cevvrrerrreernrerrer, )
- Motor T )
Pen. Penitipan Kendaraan
- Sepeda Motor T )
- Sepeda T )
Jasa Pel. Masuk Terminal T )
Bus Bermalam T )
Bus Istirahat T )
Kebersihan Bus (ceerrrerreerrrees )
Kontrak KM / WC (ceerrrerreerrrees )
Penerimaan Ret.Ped.Loos T )
Retribusi Sampah T )
Ret. Tempat Cuci Kendr. (ceerrrerreerrrees )
Pemb. Kartu Pendasaran Loos (ceerrrerreerrrees )
Pemb. Kartu Tanda Pengenal T )
Total T )
Uang tersebut diterima pada tanggal  .....ccociiiiiiiiiiiiinens
Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan Bendahara Penerima
Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kota Tegal
Kota Tegal

NIP. NIP.

Tembusan :

Lembar 1 . Bendahara Penerima

Lembar 2 . Pembantu Bendahara Penerima

Lembar 3 . Bank Jateng

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd IKMAL JAYA

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

ttd




LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI .....ceiiiriiiciircirrceeee

BENDAHARA PENERIMA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ...........................
Telah menerima uang sebesar Rp. ...,
[(o[=TaToF= T TN a 10 (U | ) PP
dari Nama e
Alamat e
Sebagai pembayaran ...

NO KODE REKENING URAIAN RINCIAN OBYEK ‘]U(hé:fH

JUMLAH
Tanggal diterima uang & .......ccoviieiiiiiiiiiaienennns
Mengetahui,
BENDAHARA PENERIMA Pembayar / Penyetor
NAMA NAMA
NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga

Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima / Pembantu Bendahara Penerima

Salinan 2 . Arsip

WALIKOTA TEGAL,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004




LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI TERMINAL

REKAPITULASI PENERIMAAN
UPTD TERMINAL BUS KOTATEGAL
TANGGAL ..o
STS. No.

No. Jenis Retribusi Nominal | No.Awal [ No.Akhir [Jml.Lembar| Jml. Setoran |Keterangan
1 |TPR Bus Besar Rp. Rp.
2 |TPR Bus Sedang Rp. Rp.
3 |TPR Bus Kecil Rp. Rp.
4 [Ret. Taksi Rp. Rp.
5 [Ret. Parkir Mobil Rp. Rp.
6 [Ret. Parkir Sepeda Motor Rp. Rp.
7 |Ret. Penitipan Sepeda Motor Rp. Rp.
8 [Ret. Penitipan Sepeda Rp. Rp.
9 [Ret. Jasa Pelayanan Masuk Terminal |Rp. Rp.
10 [Ret. Bus Bermalam Rp. Rp.
11 |Ret. Istirahat Bus Rp. Rp.
12 |Ret. Kebersihan Bus Rp. Rp.
13 [Pembayaran Kontrak KM/WC Rp. Rp.
14 [Ret. Pendasaran Los Rp. Rp.
15 [Ret. Sampah Rp. Rp.
16 [Ret. Tempat Cuci Kendaraan Rp. Rp.
17 [Pembuatan Kartu Pendasaran Los Rp. Rp.
18 [Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Rp. Rp.
Jumlah Rp.

Tegal, ..ooovvieiiiiiiiiii
Mengetahui Pembantu Bendahara Pemegang Benda Berharga
Ka. Sie. Pendapatan Pada Khusus Penerima
Terminal Tegal
NAMA NAMA NAMA
NIP. NIP. NIP.
WALIKOTA TEGAL,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya IKMAL JAYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI KARTU PENDASARAN DAN KARTU TANDA PENGENAL
RETRIBUSI TERMINAL

A. KARTU PENDASARAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL.SANGIR NO 2 - 4 TELP (0283) 351692 - 356504 TEGAL
KARTU TEMPAT PENDASARAN LOOS
Nama
Alamat
Loos Nomor
Jenis Usaha
Berlaku s/d
19,5cm
Tegal , covieieiiiii
A.n. KEPALA DISHUBKOMINFO
KOTATEGAL
FOTO
KEPALAUPTD TERMINAL ,
3X4
NAMA
NIP.
16cm
Keterangan :
Ukuran : Panjang 16 cm, Lebar 19,5 cm

Warna : Kertas Hijau, Tulisan dan Logo Daerah Hitam



B. KARTU TANDA PENGENAL

5cm

»

KARTU PENGENAL

Nama

Nomor : .../...[......

Tempat/Tgl.Lahir :

L

10,5cm

Alamat
Pekerjaan
Berlaku
TEGAL ,..covviviiieinei
A.n KEPALA DISHUBKOMINFO
KOTA TEGAL
FOTO KEPALA UPTD TERMINAL
NAMA
NIP.
7cm
Keterangan :
Ukuran Panjang 7 cm, Lebar 10,5 cm
Warna

WARNAKUNING

Kertas Putih, Tulisan dan Logo Daerah Hitam

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,
ttd

IKMAL JAYA



